BAB 111
PENGATURAN HUKUM MENGENAI MODEL MEDIASI PROPARTIF
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN

PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Kedudukan Ombudsman dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana terejawantahkan dalam
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum. Konsep penting dari negara hukum yang menjadi prinsip
utama dalam menjalankan pemerintahan ialah adanya pemisahan kekuasaan.?3!
Kekuasaan negara terbagi kedalam cabang-cabang khusus berdasarkan pada
jenis-jenis kekuasaan dengan ketentuan masing-masing kekuasaan dijalankan
oleh lembaga negara tersendiri.®2

Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan agar tidak terpusatnya
kekuasaan pada satu tangan untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan
kekuasaan atau abuse of power. Terdapat ungkapan masyhur dari Lord Acton
perihal kekuasaan yakni power tends to corrupt, absolut power corrupt
absolutely yang berarti setiap kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk
menyeleweng dan menindas, kekuasaan yang tidak terbatas akan bisa

menimbulkan penyelewengan yang tidak terbatas pula.?

231 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 77.
232 Jimly Ashiddigie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2017), him. 26.
233 Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Dari Proklamasi Hingga Reformasi
(Bandung: Grafiti Budi Utama, 2016), him. 65.
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John Locke menjadi pelopor konsep pembagian kekuasaan dan membagi
kekuasaan kedalam tiga cabang kekuasaan yakni, kekuasaan eksekultif,
kekuasaan legislatif, dan kekuasaaan federatif. Konsep tersebut dikembangkan
oleh Montesquie dengan konsep pemisahan kekuasaan (trias politica). Konsep
pemisahan kekuasaan menghendaki kekuasaan dipisahkan kedalam kekuasaan
legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Adapun dasar
pemisahaan kekuasaan tersebut ialah pada fungsi-fungsi pemerintahan.?3*

Terdapat perbedaan dari kedua pendapat tersebut. Perbedaan ditunjukkan
pada kategorisasi cabang kekuasaan. John Locke mengklasifikasikan
kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan, Montesquie
mengklasifikasikan kekuasaan federatif kedalam kekuasaan eksekutif dan
memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri terpisah dengan
kekuasaan lain. Prinsip checks and balances menjadi suatu pedoman penerapan
pemisahan kekuasaan dengan tujuan adanya control dari satu lembaga negara
ke lembaga negara lain. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa prinsip checks and
balances ialah prinsip saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara.?®

Dalam perkembangan sistem pemerintahan modern, teori pemisahaan
kekuasaan tidak dapat dijalankan secara murni dan memunculkan lembaga
negara baru. Selain itu, lembaga negara juga diberikan lebih dari satu fungsi.
Beberapa negara juga melaksanakan teori pemisahan kekuasaan dengan
berbagai model. Beberapa contoh negara yang menerapkan prinsip pemisahan

kekuasaan (separation of powers) ialah Inggris, Amerika Serikat, dan

234 1smoyo, Op.Cit, him. 90.
2% Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), him. 75.
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Indonesia. Inggris dalam menerapkan prinsip separation of powers tidak
menerapkannya secara mutlak melainkan menggabungkan cabang kekuasaan
eksekutif dan legislatif dalam artian perdana menteri harus merangkap sebagai
anggota parlemen. Amerika Serikat menyempurnakan ajaran Montesquie
dengan dengan ajaran checks and balances agar tidak menimbulkan masalah
gridlock dengan tujuan agar pemerintahan dapat berjalan efektif. Sedangkan di
Indonesia, implementasi separation of power dilakukan dengan adanya
kewenangan eksekutif dalam membentuk undang-undang.23®

Dalam penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh lembaga
negara. Lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan negara yang
memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita
negara. Lembaga negara diartikan sebagai organisasi atau badan kenegaraan.
Lembaga negara atau civilated organization memiliki makna bahwa lembaga
negara tersebut dibentuk oleh negara, dari negara, untuk negara dengan tujuan
untuk membangun negara tersebut. Dalam konsep organisasi negara terdapat
dua unsur pokok yang saling terkait yaitu organ dan functie.?*’

Organ merupakan tempatnya sedangkan functie merupakan isi dari organ
tersebut sesuai dengan tujuan dari pembentuknya. Dari sudut pandang hukum
tata negara positif (positieve staatsrecht), lembaga negara diartikan sebagai
organ negara yang secara umum menjadi materi muatan dalam konstitusi suatu
negara. Bomer Pasaribu mengatakan bahwa negara merupakan sebuah

organisasi. Sebagai sebuah organisasi, negara dengan sendirinya mempunyai

236 1bid, him. 83.
237 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa (Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2018), him.
116.
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tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, negara harus
bergerak dalam arti memiliki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu.
Untuk mencapai fungsi-fungsi tertentu tersebut, negara memerlukan alat-alat
pelengkap negara, yang disebut lembaga negara.?®

Dalam rangka mencapai tujuan negara, negara harus bergerak dalam arti
memiliki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu pula. Hal ini juga sudah
umum dikenal dalam doktrin tentang hukum dan negara, sedangkan untuk
menyelenggarakan fungsi-fungsi negara diperlukan pula sejumlah alat-alat
perlengkapan negara, yaitu lembaga negara. Kurang luwesnya amandemen
UUD 1945 membuat lembaga negara yang dibentuk hanya terbatas sehingga
berdampak pada pembentukan lembaga negara berdasarkan peraturan
perundangundangan lainnnya.

Pembentukan lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
lainnya menjadi solusi aplikatif demi menciptakan pembagian kekuasaan yang
baik. Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni
constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ
ialah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh UUD
1945. Sedangkan, state auxiliary organ ialah lembaga negara yang dibentuk
dan kewenangannya diberikan bukan oleh UUD 1945 tetapi oleh peraturan
perundang-undangan lainnya.?%

Dalam  mengklasifikasikan ~ lembaga  negara, Sri  Soemantri

mengklasifikasikan dua sistem ketatanegaraan yakni sistem ketatanegaraan

238 |bid, him. 117.
2% Aras Solong, Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Yogy:
Deepublish, 2021), him. 123.
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dalam arti sempit dan arti luas. Sistem ketatanegaraan dalam arti sempit

meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945. Sedangkan,

yang dimaksud dari sistem ketatanegaraan dalam arti luas meliputi seluruh
lembaga negara baik lembaga negara yang terdapat didalam maupun di luar

UUD 1945. Bagir Manan membedakan lembaga negara ke dalam tiga jenis,

yakni: 24

1. Alat kelengkapan negara, yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi
negara secara langsung yang bertindak untuk dan atas nama negara, seperti
Presiden dan Wakil Presiden.

2. Lembaga administratif, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi
administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Atau dapat diartikan tidak
bertindak untuk dan atas nama negara melainkan hanya menjalankan fungsi
administratif.

3. State auxiliary organ/agency/bodies, yaitu lembaga negara yang memiliki
fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam
alat kelengkapan negara. Pada umumnya state auxiliary organ memiliki
sifat semi pemerintahan atau quasi, yang diberikan fungsi tunggal, atau
fungsi campuran yang salah satunya disatu pihak sebagai pengatur,
administratif, dan dilain sisi juga menghukum. Kemudian, terdapat kriteria
khusus kepada lembaga negara untuk dikategorikan sebagai lembaga quasi

atau bukan. Berikut merupakan keenam Kriteria tersebut, yakni:24!

240 Bagir Manan, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional
(Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016), him. 95.
241 1bid, him. 101.
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a. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian dan
pertimbangan (the power to exercise judgement and discreation);

b. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mendengar, menentukan, dan
membuat putusan (the power to hear and determine or to ascertain facts
and judgements);

c. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat amar putusan dan
membuat dasar pertimbangan yang mengikat subyek hukum dalam
putusannya (the power to make binding orders and judgements);

d. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mempengarungi hak orang
per orang (the power to affect the personal or property right of private
persons);

e. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk memeriksa saksi-saksi,
memaksa saksi untuk hadir, dan mendengar keterangan para pihak dalam
persidangan (the power to examine witnesses, to compel the attendance
of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing);

f. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi
hukuman (the power to enforce dicisions or impose penalties).

Sebagian ahli ada yang tetap mengelompokkan dalam lingkup kekuasaan
eksekutif atau dalam kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat (the
fourth branch of the government) seperti yang dinyatakan oleh Yves Meny dan

Andrew Knapp sebagai berikut:?42

242 |bnu Sina Chandranegara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika,
2021), him. 136.
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“Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous
administration wihich has been most widely developed in the United States
(where it is sometimes referred to as the ‘headless fourth branch’ of the
governement). It take the form of what are generally known as
Independent Regulatory Commissions.”

Berdasarkan pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, terdapat kekuasaan
keempat yakni lembaga-lembaga Independen. Lembaga ini menurut Yves
Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi
untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi
menjadi bagian tugas lembaga independen.

Ombudsman merupakan state auxiliary organ, di mana Ombudsman
merupakan lembaga negara independen yang dibentuk dan kewenangannya
diberikan bukan oleh UUD 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan
lainnya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Laporan Kinerja Ombudsman
Republik Indonesia tahun 2021 disebutkan, Ombudsman RI sebagai lembaga
pengawas pelayanan publik, berada pada tataran antara eksekutif dan legislatif
untuk membantu kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan
publik.243

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa
berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman
kepentingan dan tujuan. Karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan

oleh pemerintah maupun swasta. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik

maka kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Pengawasan pelayanan

243 Nurtjahjo, Op.Cit, him. 43.
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merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik,
bersih, dan efisien, sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang
perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan
menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara
dan pemerintahan.

Pelayanan Publik di Indonesia hakekatnya diawasi olen Ombudsman
Republik Indonesia. Dalam sejarah pembentukan Ombudsman di Indonesia,
upaya pembentukan dilakukan oleh pemerintah dimulai ketika Presiden B.J.
Habibie berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H.
Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid lah
disebut sebagai tonggak sejaranh pembentukan lembaga Ombudsman di
Indonesia. Pemerintah pada waktu itu nampak sadar akan perlunya lembaga
Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat
kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara
yang baik atau clean and good governance.?**

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan
Lembaga Ombudsman. Menurut konsideran keputusan tersebut, latar belakang
pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk
lebih  meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota
masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan

kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada anggota

24 Abdul Majid Podungge, “Pelaksanaan Ajudikasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai
Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik,” Jurnal Gorontalo vol. 3, no. 1 (2020), him. 27.
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masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga yang
independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.?%®

Bentuk keseriusan negara dalam perbaikan pelayanan publik, dibuktikan
dengan cara di tahun 2000 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON). Delapan tahun kemudian
tugas fungsi dan kewenangan KON diperkuat menjadi Ombudsman Republik
Indonesia yang dimaknai oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai
lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah.?4

Kehadiran Ombudsman turut mendukung fungsi dan tugas yang
diamanahkan undang-undang, Ombudsman Republik Indonesia diberikan
serangkaian kewenangan dalam pemeriksaan dan penyelesaian laporan
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyebutkan bahwa,

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman berwenang:24’

25 bid.

246 1bid, him. 29.

247 Josina Judiardi, Service Management: Mewujudkan Pelayanan Prima (Yogyakarta:
Bhumi Asri, 2017), him. 69.
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1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor,
atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada
Ombudsman;

2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada
Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;

3. meminta Klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi
Terlapor;

4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang
terkait dengan Laporan;

5. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para
pihak;

6. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak
yang dirugikan;

7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan
Rekomendasi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana di atas khususnya
ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e yaitu menyelesaikan laporan melalui mediasi
dan konsiliasi atas permintaan para pihak; Ombudsman telah melaksanakan
mediasi dan konsiliasi dimaksud dalam pelaksanaan penyelesaian laporan.
Selanjutnya untuk memperkuat dan lebih mengoperasionalkan pelaksanaannya

Ombudsman telah menuangkan hal tersebut dalam Peraturan Ombudsman
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Nomor 26 Tahun 2017. Merujuk pada hal di atas, Ombudsman tidak hanya
mengandalkan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan dan
Rekomendasi.

Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada
para pihak agar Penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai
kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penggunaan pendekatan tersebut
juga bermakna bahwa tidak semua laporan harus diselesaikan melalui
mekanisme Rekomendasi yang melekatkan kewajiban kepada terlapor dan
atasan terlapor, melainkan menempatkan penyelesaian permasalahan kepada
para pihak baik Pelapor maupun Terlapor. Hal ini yang membedakan
Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam
menyelesaikan Laporan/Pengaduan.

Dalam pelaksanaannya mediasi dan konsiliasi dirasa cukup efektif dalam
rangka penyelesaian laporan masyarakat karena waktu penyelesaian lebih
cepat, praktis dan dirasa lebih bisa diterima oleh Pelapor dan Terlapor. Mediasi
dan Konsiliasi merupakan pengejawantahan dari Alternatif Dispute Resolution
(ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang diemban Ombudsman.
Dalam rangka mendorong keberlangsungan ADR, proses penyelesaian laporan
dapat dilakukan melalui mediasi dan/atau konsiliasi atas permintaan para pihak
atau prakarsa Ombudsman. Dengan demikian, Ombudsman dapat memiliki

inisiatif untuk menyelenggarakan mediasi dan/atau konsiliasi apabila
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dipandang hal tersebut dapat dilakukan, tanpa menunggu adanya pengajuan,
usulan, atau permohonan terlebih dahulu dari para pihak.

Kinerja Ombudsman ditunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu dalam
penanganan pelaporan, upaya pencegahan maladministrasi, pengawasan
pelayanan publik, relasi dengan stakeholder straegis, dan manajemen internal
organisasi. Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik
dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik
sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Jika kualitas pelayanan publik mengalami ketertinggalan,
maka hal ini akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat
dan sekaligus merendahkan daya saing investasi di Indonesia.

Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggara pelayanan publik
dalam pelaksanaannya demi terciptanya good governance. Ombudsman
merupakan lembaga negara yang tidak terdapat dalam UUD, namun kelahiran
Ombudsman dilakukan oleh Undang-Undang dalam rangka pengawasan
Kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman dapat mendirikan
Perwakilan  Ombudsman di  beberapa wilayah  Provinsi  maupun
Kota/Kabupaten, termasuk dalam hal ini Ombudsman Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pada dasarnya meskipun penelitian ini dilakukan di Ombudsman
Kalimantan Selatan namun segala fungsinya tetap sama dengan pelaksanaan

pada Ombudsman Republik Indonesia, hal ini yang kemudian disebut dengan
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mutatis mutandis.?*® Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman dapat mendirikan
perwakilannya di provinsi dan/atau kabupaten/kota. Secara kelembagaan
perwakilan Ombudsman di daerah mempunyai hubungan hierarkis dengan
Ombudsman yang berkedudukan di Ibukota negara RI. Demikian juga dalam
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya memiliki fungsi yang sama
(mutatis mutandis) dengan Ombudsman Republik Indonesia.?*®

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 alasan Ombudsman
mendirikan kantor perwakilannya di daerah dengan tujuan memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk
mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. Selain itu
dalam Pasal 3 ayat (1) nya PP Nomor 21 Tahun 2011 tersebut menyatakan
Pembentukan Perwakilan Ombudsman dilakukan berdasarkan studi kelayakan
yang dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan
masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektifitas, efisiensi, dan beban kerja.?>°

Dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan dan

Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah Pasal 7 huruf (g) dan (f) telah

248 Mutatis mutandis adalah ungkapan dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan

perubahan-perubahan yang diperlukan."Dalam dunia hukum, istilah ini digunakan sebagai frasa
teknis untuk menunjukkan bahwa suatu aturan, prosedur, atau perjanjian yang berlaku di satu
situasi, juga diberlakukan untuk situasi lain yang serupa, namun dengan penyesuaian detail agar
relevan dengan kondisi baru tersebut.

249 Aulia Solichah Iman, Pengawasan Pelayanan Publik (Jakarta: Jejak Pustaka, 2021), him.

250 |bid, him, 32.
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memberikan kewenangan bagi Ombudsman Perwakilan untuk menyampaikan
usul Rekomendasi kepada Ombudsman RI mengenai penyelesaian Laporan,
termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi
kepada pihak yang dirugikan; dan demi kepentingan umum mengumumkan
hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.?!
. Kedudukan Ombudsman sebagai Magistrature of Influence dan
Magistrature of Sanction

Awal pembentukan Ombudsman melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000
Tentang Komisi Ombudsman Nasional maupun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia tidak secara
ekplisit menyebut Ombudsman sebagai lembaga pemberi pengaruh
(magistrature of influence), namun secara implisit tercermati dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia pada paragraf kesepuluh yang menyatakan bahwa
Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para
pihak agar penyelenggara negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran
sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladminsitrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini
berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme
rekomendasi.?®?

Ombudsman di sisi lain, secara ekplisit memiliki kekuatan untuk

memberikan sanksi. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor

251 |bid.
%2 gplong, Op.Cit, him. 129.
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37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik menyatakan bahwa untuk
menegakkan undang-undang ini diatur mengenai pemberian sanksi
administratif dan pidana. Sanksi administrastif diberlakukan bagi Terlapor dan
atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman,
sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalangi
Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Terlapor dan
atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 Ayat (1), Ayat (2), atau Ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 44
menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).?3

Kedudukan Ombudsman sering dianalisis melalui dikotomi antara
Magistrature of Influence (Lembaga Berpengaruh) dan Magistrature of
Sanction (Lembaga Pemberi Sanksi). Perbedaan utama keduanya terletak pada
bagaimana lembaga tersebut memaksa kepatuhan birokrasi terhadap
rekomendasinya, berikut uraiannya:
1. Ombudsman sebagai Magistrature of Influence

Ombudsman secara tradisional dan universal diakui sebagai

Magistrature of Influence. Artinya, kekuatan utama lembaga ini bukan pada

253 |bid.
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sanksi, melainkan pada wibawa, logika hukum, dan tekanan publik. Aspek
utamanya ada pada rekomendasi yang didasarkan pada investigasi yang
objektif dan transparan. Ombudsman meyakinkan instansi pemerintah
bahwa telah terjadi maladministrasi. Filosofi dari hal ini adalah lebih baik
memperbaiki sistem melalui kesadaran birokrasi daripada melalui paksaan
hukum, karena hal ini menciptakan perubahan budaya melayani yang lebih
permanen. Jika instansi tersebut mengabaikan rekomendasi, Ombudsman
akan menggunakan pengaruhnya melalui:®*
a. Public Exposure: Mengumumkan instansi yang tidak kooperatif kepada
media (kekuatan opini publik).
b. Laporan kepada Parlemen: Membawa masalah tersebut ke tingkat politik
agar DPR/DPRD melakukan fungsi pengawasan.
2. Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction

Konsep ini merujuk pada kewenangan lembaga untuk menjatuhkan
sanksi secara langsung atau memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa.
Secara normatif, Ombudsman Republik Indonesia bukanlah lembaga
Magistrature of Sanction murni. Ombudsman Republik Indonesia tidak bisa
memenjarakan pejabat atau mencopot jabatan secara langsung. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009, Ombudsman memiliki “benih” kekuatan sanksi melalui
rekomendasi wajib dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

yang menyatakan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman

254 Agus Dwiyanto, Muwujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2018), him. 90.
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dan sanksi Administratif, jika rekomendasi diabaikan, atasan terlapor wajib
menjatuhkan sanksi administratif (mulai dari teguran hingga pembebasan
jabatan). Jika atasan tersebut juga abai, mereka sendiri yang akan terkena
sanksi.?®
Keberadaan Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengatur ketentuan tentang
sanksi admnistratif dan pidana sebenarnya merupakan bentuk perlindungan
yang diberikan kepada Ombudsman dalam melakukan tugas dan
wewenangnya. Menurut Galang Asmara, hal ini dapat dipahami karena kultur
Bangsa Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya memiliki budaya yang patuh
pada norma-norma moral, sehingga manakala Rekomendasi Ombudsman tidak
bersifat mengikat secara hukum namun hanya secara moral, maka akan terjadi
banyak pembangkangan terhadap rekomendasi Ombudsman. Suatu
rekomendasi Ombudsman yang hanya bersifat moral (morally binding) hanya
akan efektif dilaksanakan di sebuah negara yang memiliki budaya kepatuhan
yang tinggi terhadap putusan Ombudsman.®
Ombudsman sendiri tidak mampu memberikan sanksi tersebut secara
langsung kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam
pemberian sanksi admnistratif, Ombudsman tidak memiliki kewenangan
memberikan sanksi secara mutlak (execution), tetapi sebatas memberikan saran
agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk

memperbaiki kinerjanya. Ombudsman tidak dapat memberikan suatu bentuk

255 bid.
256 Degdo Suprayitno, Buku Ajar Kebijakan Publik (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), him.
139.
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sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya
namun dengan menyampaikan kepada atasan terlapor.

Terlapor dan atasan terlapor jika tidak juga melaksanakan rekomendasi
Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor dan
menyampaikan laporan kepada DPR serta Presiden berdasarkan Pasal 38 Ayat
(4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia. Kemudian terlapor dan atasan terlapor dapat dikenakan sanksi
administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagaiamana Pasal 39di atas. Sedangkan terkait sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 44di atas, Ombudsman juga tidak memiliki kewenangan
untuk memberikan sanksi pidana secara langsung melainkan melalui
mekanisme penyelesaian tindak pidana yakni dengan cara Ombudsman
memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Sehingga terpahamilah bahwa
sebenarnya Ombudsman tidak memberikan sanksi-sanksi tersebut secara
langsung melainkan Ombudsman memberikan saran/pengaruh untuk kemudian
diberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melakukan rekomendasi
Ombudsman, ataupun dengan melapor kepada kepolisian bagi pihakpihak yang
menghalangai Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.?®’

Menurut Galang Asmara, Ombudsman menjadi Magitsrature of Sanction
secara tidak langsung karena Ombudsman tidak dapat memberikan sanksi
secara mandiri namun pemberian sanksi akan dilakukan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau menyampaikan

27 1bid.
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bahwa pada asasnya Ombudsman merupakan Magistrature of Influence atau
lembaga yang hanya berfungsi sebagai pemberi pengaruh bukan pemberi
sanksi (magistrature of sanction). Artinya bahwa rekomendasi Ombudsman
tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain jika sebuah
rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan oleh pihak terlapor, maka pihak
terlapor yang dipersalahkan oleh Ombudsman tidak dapat diberikan sanksi
hukum. Rekomendasi Ombudsman tidak bersifat mengikat secara hukum (non
legally binding).?®

Rekomendasi Ombudsman hanya bersifat morally binding (mengikat
secara moral). Namun kasus di Indonesia, Ombudsman tidak sepenuhnya
sebagai Magistrature of Influence melainkan juga sebagai magistrature of
sanction, karena menurut Pasal 38 Angka (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008, Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi
Ombudsman. Kemudian pada Ayat (2) dikatakan, bahwa Atasan Terlapor
wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan
Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
Rekomendasi. Kemudian Ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan

Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan

alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat

mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi

dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden.”

28 1bid, him. 140.
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Pasal 39 menyatakan, “Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), Ayat (2), atau Ayat
(4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tersebut maka sebuah Rekomendasi Ombudsman tidak
semata-mata bersifat morally binding melainkan legally binding karena
menurut pasal tersebut Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksankan dan jika
tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi adminsitrasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut membawa akibat Ombudsman RI
menjadi Magistrature of sanction secara tidak langsung karena Ombudsman RI
tidak dapat memberikan sanksi secara mandiri namun pemberian sanksi akan
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang
berlaku.?*®

Ombudsman sebagai lembaga yang lahir setelah reformasi dituntut untuk
memiliki ciri tersendiri dalam melaksanakan kewenangannnya. Hal tersebut
tercermin melalui pendekatan yang dilakukan yakni melalui pendekatan
persuasif bukan melalui ancaman hukuman semata. Dalam Buku Ombudsman
Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang, menyebutkan bahwa
hampir semua Ombudsman di dunia menggunakan daya persuasif (power of
persuasion). Hampir di seluruh negara yang memiliki lembaga Ombudsman,
kekuatan rekomendasi Ombudsman hanyalah mengikat secara moral. Cara

yang demikian itu disebabkan kenyataan bahwa rekomendasi-rekomendasi

29 Hildawati, Buku Ajar Teori Administrasi Publik (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), him.
150.
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Ombudsman tidak mengikat secara hukum. Namun, Sebenarnya Ombudsman
di Indonesia memiliki keunikan dibandingkan Ombudsman di negara lain. Hal
tersebut terlihat dari rekomendasi Ombudsman di Indonesia yang wajib untuk
dilaksanakan sebagaimana Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi
Ombudsman.?®°

Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman tidak mempunyai kekuatan
mengikat secara hukum, lembaga ini merupakan Magistrature of Influence
bukan Magistrature of Sanctions. Efesiensinya sangat tergantung pada
kemampuannya melakukan persuasi, kewenangannya yang diberikan
kepadanya, serta bobot dan kualitas rekomendasinya. Setiap proses apapun
substansinya selalu membutuhkan waktu serta niat baik para pelakunya sendiri
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain keberhasilan
Ombudsman sangat ditentukan oleh institusi itu sendiri, Ombudsman sekedar
memberi dorongan melakukan kinerja pengawasan yang dilaksanakannya.

Birokrasi itu sendiri yang akan menentukan berhasil tidaknya menjadi
pelayan masyarakat. Secara khusus para pemimpin Birokrasi serta pimpinan
sangat berperan dalam usaha mencapai keberhasilan sebab sebenarnya mereka
itu juga yang melakukan pengawasan secara melekat (built in control)
sekaligus melaksanakan tugas serta fungsi yang diembannya. Patut diketahui,

bahwa sekalipun diberi wewenang yang sangat luas, hampir semua

260 Hartono, Op.Cit, him. 143.
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Ombudsman menggunakan daya persuasif (power of persuasion). Dalam hal
ini masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa ada kalanya daya ikat moral itu
lebih kuat dari sekedar daya ikat hukum. Artinya, kekuatan hukum bukanlah
satu-satunya cara atau jaminan untuk melakukan satu perubahan ke arah yang
lebih baik. Oleh karena itu, yang menjadi titik terpenting dari segalanya
bukanlah daya ikat rekomendasi, tetapi sejauh mana para penyelenggara negara

Setiap proses apapun substansinya selalu membutuhkan waktu serta niat
baik para pelakunya sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan
kata lain keberhasilan Ombudsman sangat ditentukan oleh institusi itu sendiri,
Ombudsman sekedar memberi dorongan melakukan kinerja pengawasan yang
dilaksanakannya. Birokrasi itu sendiri yang menentukan berhasil atau tidaknya
menjadi pelayan masyarakat. Secara khusus para pemimpin Birokrasi serta
pimpinan sangat berperan dalam usaha mencapai keberhasilan sebab
sebenarnya mereka itu juga yang melakukan pengawasan secara melekat (built
in control) sekaligus melaksanakan tugas serta fungsi yang diembannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia, rekomendasi Ombudsman yang dilengkapi dengan sanksi
administratif menurut peneliti memiliki alasan yang cukup masuk akal jika
melihat tingkat kesadaran hukum di Indonesia yang masih rendah. Budaya dan
kesadaran masyarakat akan hukum belum kuat, kesadaran hukum di Indonesia
masih bersifat heteronom yang artinya taat akan hukum akibat paksaan,

dorongan, tekanan, ataupun ketakutan terhadap sanksi yang diterapkan. Selain
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hal tersebut, tentu juga sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang
baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan, menciptakan
keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara serta guna mencegah
dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara
negara dan pemerintahan sebagaimana menjadi landasan filosofis dan
sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008.

Rekomendasi Ombudsman yang diikuti dengan sanksi administratif
berbeda dengan praktik di beberapa Negara lain seperti, Swedia, Ethiopia dan
New Zealand. Di negara tersebut rekomendasi Ombudsman hanya mengikat
secara moral (morally binding). Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran
hukum badan publik di Negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia di mana
rekomendasi Ombudsman yang sebelumnya hanya mengikat secara moral
(morally binding) telah diperkuat agar mengikat secara hukum (legally
binding). Morally binding atau dikenal dengan istilah mengikat secara moral,
adalah suatu ketentuan yang hanya bersifat mengikat secara moral agar tidak
melakukan penyimpangan yang dilandasi dengan kesadaran diri sendiri.
Sementara, untuk legally binding adalah mengikat secara hukum, yang mana
suatu ketentuan yang ada mengikat secara hukum memiliki daya paksa dalam
hal apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut.?5!

Legally binding sendiri apabila tidak dilaksanakan memiliki konsekuensi
hukum berupa sanksi pidana atau sanksi administratif. Berbeda dengan morally

binding yang hanya mendapat sanksi moral saja. Namun, pada dasarnya dalam

%1 | Nyoman Trisantosa, Pelayanan Publik Berbasis Digital (Yogyakarta: Deepublish,
2022), him. 138.
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undang-undang dinyatakan bahwa kewenangan Ombudsman bukanlah sebagai
lembaga yang dapat memberikan sanksi secara mutlak (execution), tetapi
hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara Yyang
mendapatkan rekomendasi  tersebut untuk memperbaiki  Kkinerjanya.
Ombudsman tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada
penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya
menyampaikan kepada atasan atau Presiden serta DPR untuk menindaklanjuti
apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan. Maka
perlu mengefektifkan kedudukan Ombudsman sebagai Magistrature of
Influence, salah satunya adalah menyinergikan dengan pengembangan sanksi
sosial seperti budaya malu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
terkhususnya praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pelembagaan politik
dan nilainilai politik yang menciptakan transparansi dan ruang partisipasi
publik dalam memberikan kontrol yang optimal terhadap tata kelola
pemerintahan.?®2

Kedudukan Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction dapat diperjelas
melalui pelaksanaan kewenangan ajudikasi khusus ganti rugi sebagaiamana
amanat pasal 50 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian ganti rugi,
Ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.
Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 5 (lima)

tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Namun sampai saat ini tidak

262 1bid.
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kunjung dilaksanakan. Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini
dimaksudkan apabila tidak dapat diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi.
Berdasarakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik menyatakan bahwa:

1. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disampaikan kepada
pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

3. Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.

4. Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi.

5. Dalam hal penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi,
konsiliasi, dan ajudikasi khusus.

6. Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan paling
lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

7. Dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat
(5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan
Ombudsman.

8. Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3) dan Ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.

9. Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada

pengadu mengenai penyelesaian perkara yan diadukan.
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Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik dijelaskan mengenai penyelenggara, Penyelenggara
pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undangundag untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam
Penjelasan Pasal 50 Ayat (5) dan (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ajudikasi khusus adalah ajudikasi
yang hanya terkait dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi
dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat diselesaikan dengan
mediasi dan konsiliasi. Dalam peraturan presiden ini, antara lain diatur
mengenai kewajiban penyelenggara membayar ganti rugi yang baru dapat
dibayarkan oleh pimpinan penyelenggara setelah nilai kerugian dimaksud
dapat dibuktikan besarannya oleh pengadu dan diterima oleh penyelenggara.
Dengan dibayarkannya ganti rugi, aduan dinyatakan selesai.?%

Berkaitan dengan uraian tersebut, dapat digambarkan dalam sebuah tabel
mengenai perbedaan Ombudsman sebagai Magistrature of Influence dan

sebagai Magistrature of Sanction, berikut uraiannya:

263 1bid, hlm. 167.
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Tabel 3.1. Perbandingan Ombudsman sebagai Magistrature of Influence dan
sebagai Magistrature of Sanction

Karakteristik

Magistrature of
Influence

Magistrature of Sanction

Sumber Moral, Intelektual, & .
Kekuatan Publik Kekuasaan Hukum & Eksekusi
Output Saran/ R_ekomendaSI Putusan/Hukuman Mengikat

Persuasif
Pendekatan Mediatif & Edukatif Punifitif (Menghukum)
Contoh Swedia, Belanda, Beberap_a model Ombudsman di

. Eropa Timur atau Ombudsman yang

Negara Indonesia

merangkap Jaksa.

Sumber: Merupakan analisis konseptual-teoretis dari peneliti. Tabel ini
membandingkan dua karakteristik kedudukan lembaga Ombudsman
(pengaruh persuasif vs pemberi sanksi) berdasarkan sumber kekuatan,
output, pendekatan, dan contoh negara-negara yang menerapkannya

Meskipun Ombudsman Republik

Indonesia secara teoretis adalah

Magistrature of Influence, dalam praktiknya Ombudsman Republik Indonesia

sedang bergeser menuju penguatan fungsi melalui Laporan Akhir Hasil

Pemeriksaan (LAHP) yang mulai memiliki daya ikat lebih kuat. Banyak pakar

hukum menyarankan agar

Ombudsman Republik Indonesia diberikan

kewenangan lebih besar (semi-magistrature of sanction) agar rekomendasi

tidak sekadar menjadi "macan kertas”. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa

jika Ombudsman Republik Indonesia terlalu represif, sifatnya yang informal

dan mediatif akan hilang.
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Menurut pendapat Dr. H. Tagwaddin, S.H., S.E., M.Sr. selaku
Hakim/Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh, memiliki
pendapat bahwa Ombudsman tidak hanya mengandalkan magister of influence
(kekuatan pengaruh), tetapi juga memiliki magister of sanction (kekuatan
sanksi) dalam ranah hukum administrasi negara. Sifat psikologis aparatur
pemerintah saat ini cenderung merasa superior dibandingkan masyarakat sipil.
Oleh karena itu, bahasa "mediasi" terkadang kurang diterima karena membuat
mereka merasa seperti ‘tergugat’ atau 'tersangka’.Untuk menerapkan sanksi
(sanction), lembaga atau figur pimpinannya harus memiliki kekuatan moral
dan kepercayaan publik yang tinggi (trust). Sanksi dalam konteks hukum
administrasi ~ bertujuan  untuk  menegakkan  kepatuhan administrasi
pemerintahan, bukan sekadar menghukum. Sebenarnya, magister of influence
tetap jauh lebih penting daripada sekadar sanksi kekuasaan. Kuncinya ada pada
penyelesaian yang menghasilkan win-win solution melalui koordinasi yang
kuat.?%4

Menurut Dadan S. Suharmawijaya selaku Pimpinan Ombudsman Republik
Indonesia (Periode 20162021 dan 2021-2026) menyebutkan bahwa konsep
Magister of Influence pada hakikatnya merupakan sebuah metode atau cara
kerja (Ombudsman Ways) untuk menjalankan fungsi pengawasan, bukan
merupakan hukum materiil dari Ombudsman itu sendiri. Karakter dasar

Ombudsman di berbagai belahan dunia memang bertumpu pada kekuatan

264 Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh, Wawancara, Zoom 24 Juni 2026.
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persuasi moral, rekomendasi, dan pengaruh untuk meluruskan tindakan
maladministrasi.?®

Terkait dengan adanya gagasan atau usulan pemikiran untuk memasukkan
unsur Magister of Sanction (kewenangan menjatuhkan sanksi) ke dalam postur
kelembagaan Ombudsman, hal tersebut juga tidak boleh dimaknai sebagai
penggeseran Ombudsman menjadi lembaga hukum materiil yang murni
menghukum. Konsep sanksi di sini harus diletakkan dalam koridor cara atau
instrumen alternatif untuk menegakkan efektivitas pengawasan tersebut. Oleh
karena itu, baik Magister of Influence maupun Magister of Sanction bukanlah
dua kutub yang harus saling menafikan, melainkan dua instrumen metodologis
yang bersifat komplementer (saling melengkapi). Tujuan akhir dari integrasi
kedua konsep ini tetaplah sama, yaitu menegakkan keadilan administrasi dan
memastikan pemenuhan hak-hak pelayanan publik masyarakat.?%®

Menurut pendapat Ibu Dahlena Asistena Madya Ombudsman RI 2017-
2023, Ombudsman didesain sebagai lembaga yang mengandalkan kekuatan
pengaruh (Magister of Influence). Tokoh-tokoh di dalamnya harus memiliki
integritas tinggi dan kepakaran yang disegani sehingga rekomendasinya ditaati
secara sukarela oleh instansi pemerintah. Namun, realitas di lapangan
menunjukkan banyaknya rekomendasi Ombudsman yang diabaikan oleh
instansi terlapor. Bahkan, putusan pengadilan yang inkrah pun sering kali

menghadapi kendala eksekusi. Hal ini memicu tuntutan penguatan ke arah

265 Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (Periode 2016-2021 dan 2021-2026),
Wawancara, Zoom 24 Juni 2026.

%6 pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (Periode 2016-2021 dan 2021-2026),
Wawancara, Zoom 24 Juni 2026.
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Magister of Sanction (pemberian sanksi). Sanksi dalam ranah Hukum
Administrasi Negara (HAN) sebenarnya sudah diakomodasi melalui UU
Pemerintahan Daerah dan UU Pelayanan Publik (seperti sanksi pembinaan atau
kedinasan). Namun, kendala utamanya terletak pada kejelasan mekanisme
eksekusi, penentuan siapa pejabat yang bertanggung jawab, serta regulasi
teknis (seperti Peraturan Pemerintah) yang belum kunjung diterbitkan oleh
pemerintah.?®’
.Aturan Hukum Positif Indonesia Tentang Model Mediasi Propartif
Ombudsman Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Aduan
Masyarakat
Pilihan strategis dalam mewujudkan good governance di Indonesia adalah
melalui reformasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-
nilai yang selama ini melekat pada good governance. Ada beberapa
pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi pilihan strategis untuk
mewujudkan good governance di Indonesia, yaitu:28
1. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili
oleh pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dalam ranah ini terjadi
pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya.
Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik
sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi
perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya

dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat

267 Asistena Madya Ombudsman RI 2017-2023, zoom tanggal 25 Juni 2026.
268 Agus Dwiyanto, Op.Cit, him. 21-24.
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luas. Keberhasilan dalam mewujudkan good governance dalam ranah
pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari
masyarakat luas bahwa membangun good governance bukan hanya sebuah
mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan. Karena jika semakin meluas
apatisme dan pesimisme dalam mewujudkan good governance dapat
menumbuhkan toleransi yang semakin luas terhadap praktik bad
governance, praktik bad governance semakin dianggap wajar dan mendapat
toleransi dalam masyarakat. Dengan menjadikan praktik pelayanan publik
sebagai pintu masuk dalam mewujudkan good governance, maka
diharapkan toleransi terhadap praktik bad governance dapat dihentikan.

. Berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih
mudah dalam ranah pelayanan publik. Aspek kelembagaan yang selama ini
sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik governance dapat dengan
mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu
makna penting dari governance yang membedakan dengan government
adalah keterlibatan aktor-aktor diluar pemerintahan dalam merespon
masalah-masalah publik. Governance lebih luas dari government karena
dalam praktik governance melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan
mekanisme pasar. Dalam pelayanan publik, keterlibatan unsur-unsur
masyarakat sipil dan mekanisme pasar selama ini sudah banyak terjadi
sehingga praktik governance dalam pelayanan publik bukanlah hal baru.
Hal ini merupakan keuntungan untuk memulai perubahan karena fondasi

keterlibatan unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar sebelumnya telah
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ada. Selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan reposisi terhadap unsur
tersebut dan redistribusi peran yang proporsional dan saling melengkapi di
antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar sehingga sinergi
dapat dikembangkan. Mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan
praktik good governance seperti efisien, non-diskriminatif, dan berkeadilan,
berdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan
mudah dikembangkan parameternya di dalam ranah pelayanan publik.
Kompleksitas konsep good governance dan sifatnya yang multidimensional
sering mempersulit pengembangan parameter dan indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur perkembangan dari praktik good governance.
Kesulitan memformulasikan tolok ukkur dan indikator yang dapat
digunakan untuk mengembangkan praktik good governance menjadi awal
dari kegagalan upaya melakukan reformasi mewujudkan good governance.
Tidak adanya tolok ukur dan indikator yang jelas membuat perkembangan
dalam membangun good governance tidak dapat dimonitor secara jelas
sehingga upaya untuk mengetahui kegagalan ataupun keberhasilannya tidak
dapat dilakukan. Dengan menjadikan peayanan publik sebagai pintu masuk
untuk mengenalkan good governance maka tolok ukur dan indikator yang
jelas dari pengembangan good governance relatif mudah dikembangkan.

. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance.
Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme
pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yan tinggi dalam ranah ini.

Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi peertaruhan yang
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penting bagi ketiga unsur governance tersebut karena baik dan buruknya
praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya. Nasib
sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, akan sangat
dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pelayanan publik
yang baik. Keberhasilan sebuah rezim dan penguasa dalam membagun
legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalalm
menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan warga.
Dalam era di mana warga dapat menggunakan hak-hak politiknya untuk
menentukan nasib sebuah rezim dengan cara memilih presiden, gubernur,
bupati, walikota, dan lainnya secara langsung, maka legitimasi kekuasaan
akan sangat ditentukan oleh warga sebagai pengguna jasa/layanan terhadap
kemampuan seorang presiden, gubernur, bupati, walikota, dan lainnya
dalam menyelenggarakan pelayanan yang mereka perlukan. Dengan
memperhatikan berbagai hal di atas tentu pejabat publik memiliki
kepentingan untuk melakukan pembaharuan dalam praktik penyelenggaraan
pelayanan publik. Nasib mereka, apakah dapat mempertahankan jabatannya
atau tidak, sedikit banyak dipengaruhi oleh penilaian warga terhadap
kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Ketidakpuasan warga terhadap
praktik penyelenggaraan pelayanan publik dapat memperkecil legitimasi
kekuasaan dan membahayakan kelangsungan kekuasaan sebuah rezim
pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat yang

tidak puas terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga
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memiliki banyak cara untuk menghukum pemerintah, salah satunya melalui
lembaga Ombudsman.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai tujuan mencapai good
governance, tidak selamanya berjalan lancar. Dalam beberapa hal kerap terjadi
peristiwa maladministrasi yang kemudian dapat merugikan masyarakat.
Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika
dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai
macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif,
permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan
Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN
maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Tindakan maladministrasi yang sering terjadi. Pertama, penundaan
berlarut, yaitu dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat,
seorang pejabat publik secara berkalikali menunda atau menulur waktu
sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat waktu sebagaimana yang telah
ditentukan, sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada
kepastian. Kedua, penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan seorang pejabat
publik yang menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasannya untuk
bertindak) melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadikan pelayanan
publik tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Ketiga, penyimpangan

prosedur yaitu dalam proses pelayanan publik ada tahapan kegiatan yang
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dilalui untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, namun dalam proses
pelayanan publik seringkali terjadi pejabat publik tidak mematuhi tahapan yang
telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh
pelayanan publik secara baik.2°

Telah menjadi rahasia umum, sebagai contoh bahwa pelanggaran
administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dalam
menjalankan tugasnya masih belum baik, tidak transparan, praktik kolusi dan
nepotisme masih berlaku, seperti pada bidang hukum. Untuk mengatasi
persoalan tersebut, dibentuklah lembaga Ombudsman Republik Indonesia
sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman diberi mandat untuk
menerima laporan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi, melakukan
pemeriksaan terhadap laporan tersebut, serta memberikan rekomendasi
perbaikan kepada instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan atau sesuai dengan
keinginan masyarakat/ pelanggan pada umumnya, untuk mencapai hal ini
diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.
Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan
dengan kenyataan. Karena pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat

269 JTan Dwi Heruyanto, “Mengenal Maladministrasi,” Ombdusman Republik Indonesia, 2021,
https://Ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi, diakses tanggal 16 Maret
2026.
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memenuhi  dan  memuaskan  kebutuhan  serta  berfokus kepada
pelanggan/masyarakat secara baik.

Kehadiran Ombudsman diharapkan dapat menjadi solusi dalam
memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih
terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman, seperti lemahnya
daya ikat dari rekomendasi yang dikeluarkan, kurangnya kesadaran aparatur
pemerintah terhadap pentingnya tindak lanjut atas laporan masyarakat, serta
keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran administrasi secara
langsung.

Dalam menyelesaikan persoalan pengaduan masyarakat terkait dengan
pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggunakan spektrum
metode penyelesaian yang bervariasi, mulai dari pendekatan yang sangat
lembut (informal) hingga tindakan korektif yang formal. Berikut adalah
beberapa metode yang kerap digunakan oleh Ombudsman dalam
menyelesaikan pengaduan masyarakat:2"

1. Metode Informal (Penyelesaian Cepat)
Metode ini merupakan garda terdepan untuk menyelesaikan masalah
tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang. Ombudsman menghubungi
instansi terkait melalui telepon atau surat elektronik untuk mengklarifikasi

masalah. Sering Kkali, instansi segera memperbaiki layanan setelah

210 Anonim, “Ombudsman RI Kenalkan Pendekatan Propartif Sebagai Metode Penyelesaian
Laporan Di Indonesia,” Ombudsman Republik Indonesia, 2024,
https://Ombudsman.go.id/news/r/Ombudsman-ri-kenalkan-pendekatan-propartif-sebagai-metode-
penyelesaian-laporan-di-indonesia, diakses tanggal 16 Maret 2025.
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dihubungi tanpa perlu proses hukum lebih lanjut. Ombudsman memberikan
petunjuk kepada pelapor mengenai prosedur yang benar atau instansi mana
yang sebenarnya berwenang menangani masalah mereka jika laporan tidak
sesuai dengan kompetensi Ombudsman.
. Metode Mediasi & Konsiliasi

Model yang paling ditekankan dalam Nationale Ombudsman di
Belanda dan menjadi inti dari pendekatan "Propartif® di Indonesia.
Ombudsman bertindak sebagai penengah netral untuk memfasilitasi dialog
antara pelapor dan instansi terlapor. Fokusnya adalah mencapai kesepakatan
bersama yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan. Sedangkan
konsiliasi pada dasarnya mirip dengan mediasi, namun biasanya lebih
bersifat upaya mempertemukan pandangan kedua belah pihak untuk
mencari jalan tengah atas konflik administratif.
. Metode Investigasi Formal

Jika pendekatan informal dan mediasi gagal, Ombudsman melakukan
investigasi untuk memeriksa apakah terjadi Maladministrasi dengan cara:
a. Pemeriksaan Dokumen & Lapangan: Mengumpulkan bukti berupa surat,

data, dan melakukan pengecekan langsung ke lokasi instansi pemerintah.
b. Pemanggilan Pihak: Memanggil Terlapor (pejabat/instansi) dan Pelapor
untuk dimintai keterangan secara resmi.

c. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP): Hasil investigasi dituangkan

dalam dokumen resmi yang berisi temuan, kesimpulan, dan Tindakan
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Korektif (saran perbaikan) yang wajib dilaksanakan oleh instansi
terlapor.
4. Metode Rekomendasi (Tahap Akhir)

Jika instansi pemerintah mengabaikan LAHP atau tidak kooperatif,
Ombudsman mengeluarkan Rekomendasi. Rekomendasi bersifat mengikat
secara moral dan administratif. Jika rekomendasi tetap tidak dilaksanakan,
Ombudsman dapat melakukan publikasi (mempublikasikan identitas
instansi yang tidak patuh ke media massa) atau melaporkannya kepada DPR
dan Presiden.

Metode-metode di atas digunakan secara progresif. Ombudsman selalu
mengutamakan metode yang paling ringan terlebih dahulu agar beban birokrasi
bagi instansi pemerintah berkurang, kecuali jika kasus tersebut bersifat
sistemik atau melibatkan pelanggaran berat yang membutuhkan investigasi
mendalam.

Pada sekitar tahun 2019, Ombudsman memperkenalkan metode
penyelesaian pengaduan masyarakat dengan metode yang terbaru yaitu model
mediasi propartif. Metode Progresif dan Partisipatif (Propartif) sebagai
pendekatan yang digunakan oleh Ombudsman RI dalam penyelesaian laporan
atau aduan masyarakat. Pendekatan Propartif diterapkan dengan
mengutamakan penyelesaian masalah secara kolaboratif dan mendorong dialog
antara Pelapor, Terlapor dan pihak terkait lainnya pendekatan ini menekankan
keterlibatan inklusif dan proaktif yang berorientasi pada solusi melalui dialog

untuk mencapai pemahaman yang sama di antara seluruh pihak. Metode ini
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dapat dilakukan secara informal dengan bertujuan menemukan solusi bersama
atas permasalahan yang terjadi.?"

Pendekatan Propartif diadaptasi dari bahasa Belanda, yakni Fair
Treatment Approach (FTA), yang sejalan dengan norma budaya Indonesia.
Metode ini mengutamakan musyawarah sebagai sarana penyelesaian
permasalahan yang menjadikannya sebagai alternatif yang tepat untuk
menyelesaian laporan masyarakat di Indonesia. Sehingga secara garis besar
dapat diartikan bahwa model mediasi Propartif (Progresif Partisipatif)
Ombudsman RI adalah pendekatan penyelesaian laporan maladministrasi
secara informal, kolaboratif, dan humanis untuk mencapai solusi bersama (win-
win solution). Metode ini mengutamakan dialog, empati, dan musyawarah
antara pelapor dan terlapor guna memperbaiki pelayanan publik tanpa melalui
proses ajudikasi formal yang kaku.

Propartif, yang diadaptasi dari Fair Treatment Approach (FTA) Belanda,
bertujuan mengubah perilaku penyelenggara pelayanan publik agar lebih
responsif, tidak apatis, dan berempati, sekaligus membangun kepercayaan
masyarakat. Penyelesaian dilakukan melalui dialog kolaboratif, menjembatani
kesenjangan antara masyarakat dan penyelenggara layanan untuk menemukan
akar masalah (common ground). Pendekatan ini merupakan ciri khas
penanganan laporan di Ombudsman RI, yang menekankan penyelesaian yang

manusiawi dan berkeadilan.

211 1bid.
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Pengenalan model mediasi Propartif oleh pihak Ombudsman Republik
Indonesia dilakukan secara bertahap. Meskipun prinsip-prinsip penanganan
pengaduan secara persuasif sudah ada sejak Ombudsman Republik Indonesia
berdiri, penggunaan terminologi "Propartif" sebagai sebuah metode baku yang
disosialisasikan secara luas kepada para asisten Ombudsman mulai menguat
pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, Ombudsman Republik Indonesia mulai
mengadakan berbagai pelatihan intensif bagi para asistennya mengenai metode
Fair Treatment Approach (FTA) dan pendekatan Propartif untuk
meningkatkan keterampilan mediasi dan resolusi konflik.

Metode Propartif di Indonesia merupakan adaptasi dari best practice
internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Belanda. Ombudsman
Republik Indonesia menyadari bahwa pola lama yang sangat birokratis dan
kaku kurang efektif dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu,
mereka mengadopsi pendekatan FTA (Fair Treatment Approach) yang
menekankan pada perlakuan yang adil, netral, dan berbasis empati, kemudian
memformulasikannya dengan istilah "Propartif* agar lebih relevan dengan
konteks sosial-budaya Indonesia yang mengedepankan partisipasi.

Ombudsman Republik Indonesia sebelum menggunakan model mediasi
propartif lebih banyak mengandalkan jalur pemeriksaan formal yang sering
kali memakan waktu lama. Metode Propartif mengubah paradigma tersebut, di
mana lebih bergerak cepat (tanggap) tanpa harus menunggu prosedur
administratif yang kaku, dan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam

dialog aktif, bukan sekadar memanggil mereka untuk memberikan keterangan
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secara formal. Setelah diperkenalkan secara luas pada 2019-2020, metode ini
menjadi standar kompetensi bagi petugas pengaduan di Ombudsman Republik
Indonesia.

Bapak Dadan S. Suharmawijaya selaku inisiator propartif Ombudsman
Republik Indonesia menyebutkan gagasan mengenai rekonstruksi mediasi
menjadi lebih propartif dan berkeadilan adalah langkah yang sangat strategis.
Mediasi di Ombudsman memiliki karakteristik yang unik karena posisi para
pihak sering kali tidak seimbang (pelapor sebagai warga negara biasa,
sedangkan terlapor adalah pejabat publik yang memiliki otoritas kekuasaan).
Di sinilah mediasi propartif harus hadir untuk menjembatani ketimpangan
tersebut dengan cara mengedepankan nilai-nilai objektivitas, kemaslahatan,
dan keadilan substantif.?"?

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Republik
Indonesia sebagai lembaga yang menangani pengaduan masyarakat terkait
dengan pelayanan publik dan dikaitkan dengan adanya pengenalan model
mediasi propartif dalam penanganan aduan masyarakat tersebut, dapat peneliti
sampaikan bahwa dalam menjalankan hal-hal tersebut, Ombudsman memiliki
dasar aturan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menjalankan
tugas dan kewenangan.

Landasan hukum primer yang memberikan legitimasi bagi Ombudsman
untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat adalah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Tugas lembaga

272 Anggota / Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (Periode 2016-2021 2021-2026 )
dan inisiator propartif Ombudsman Republik Indonesia, zoom tanggal 24 Juni 2026.



206

ini berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

pada tanggal 9 September 2008 adalah:

1. Menerima laporan atas maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;

2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;

3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan
Ombudsman;

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga
pemerintahan lainnya serta lembaga kemsyarakatan dan perseorangan;

6. Membangun jaringan Kerja;

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik; dan

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman telah mengubah kedudukan dan fungsi Ombudsman dari yang
sekedar komisi negara menjadi lembaga permanen yang rekomendasinya
bersifat legally binding dan final, selanjutnya semenjak Ombudsman menjadi
lembaga negara pada tahun 2008 banyak laporan masyarakat terkait tindakan

maladministrasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.
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Dalam menjalankan fungsi dan tugas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-
undang Ombudsman, Ombudsman berwenang:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor
atau pihak lain yang terakait mengenai laporan yang disampaikan kepada
Ombudsman;

2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat atau dokumen lainnya yang ada pada
Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam suatu
laporan;

3. Meminta Kklarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang
diperlukan dari intansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi
terlapor;

4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang
terkait dengan laporan;

5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas perintaan para
pihak;

6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk
rekomendasi untuk mebayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak
yang dirugikan;

7. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan
rekomendasi.

Mekanisme pengawasan oleh Ombudsman, menurut ketentuan Pasal 25

Undang-Undang Ombudsman, menyatakan bahwa:

1. Ombudsman memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
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2. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
kekurangan Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor
untuk melengkapi Laporan;

3. Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman harus
melengkapi berkas Laporan;

4. Dalam hal laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pelapor dianggap mencabut laporannya.

Pada beberapa aturan yang telah disebutkan tersebut, aturan dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menekankan pada model mediasi
yang dilakukan Ombudsman dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat
adalah Pasal 7 huruf g yang berbunyi, “Memberikan mandat tugas kepada
Ombudsman untuk melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dan
penyelesaian laporan melalui mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus”. Dan
Pasal 8 ayat (1) huruf f: Memberikan kewenangan untuk "memanggil Terlapor
dan Pelapor untuk menyelesaikan laporan melalui mediasi”. Aturan inilah yang
kemudian menjadi dasar bagi Ombudsman untuk membentuk model mediasi
propartif dalam menyelesaikan aduan masyarakat.

Dalam menjalankan dasar aturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tersebut, terdapat peraturan lainnya sebagai peraturan pelaksana dari undang-
undang tersebut. Ombudsman mengeluarkan peraturan teknis yang
memungkinkan metode "Propartif* (pendekatan yang fleksibel, cepat, dan

partisipatif) dapat dijalankan yaitu dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48
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Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun
2017). Peraturan ini mengatur tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan
penyelesaian laporan. Di dalamnya, mediasi diakui sebagai metode
penyelesaian yang dapat mengakhiri proses pemeriksaan tanpa harus melalui
penerbitan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang formal dan
menghukum. Ada pula diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 1 Tahun
2021 yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian laporan secara cepat
(Rapid Response), yang merupakan bagian inti dari pendekatan Propartif untuk
menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap sederhana atau mendesak.

Dalam penerapan model mediasi propartif, Ombudsman juga mendasarkan
pada beberapa asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks mediasi propartif, Ombudsman
menggunakan asas:

1. Asas Kemanfaatan: Bahwa penyelesaian harus memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat.

2. Asas Kecermatan: Bahwa proses mediasi dilakukan dengan ketelitian untuk
mencapai solusi yang adil.

3. Asas Keterbukaan: Partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi.

Uraian yang telah peneliti sampaikan perihal aturan hukum positif
Indonesia yang berkaitan dengan model mediasi propartif Ombudsman
Republik Indonesia dalam menyelesaikan aduan masyarakat tersebut dapat

dikaitkan dengan teori negara hukum dan teori good governance. Kaitan antara
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teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dengan model Mediasi Propartif
Ombudsman Republik Indonesia adalah perwujudan dari konsep negara hukum
yang tidak lagi bersifat kaku atau formalistik (hanya sekadar taat aturan
tertulis), melainkan negara hukum yang berorientasi pada pelayanan dan
keadilan substansial.

Dalam teori negara hukum Kklasik, negara hanya bertugas menjaga
ketertiban. Namun, di Indonesia sebagai Welfare State atau Negara
Kesejahteraan, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Model
mediasi propartif adalah alat untuk memastikan bahwa dalam upaya negara
memberikan kesejahteraan, tidak terjadi maladministrasi. Mediasi ini menjadi
"rem" agar birokrasi yang luas tidak melanggar hak-hak rakyat.

Dalam negara hukum, tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum
(principle of legality). Mediasi propartif bukan berarti menabrak aturan hukum.
Sebaliknya, ini adalah cara agar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB) ditegakkan. Ketika Ombudsman memediasi sebuah kasus, ia sedang
memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan fungsinya sesuai dengan
prinsip kecermatan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Salah satu pilar negara hukum adalah setiap warga negara harus memiliki
akses yang mudah untuk mendapatkan keadilan (access to justice).
Pemeriksaan formal (litigasi) seringkali mahal, lambat, dan memakan waktu

(biaya transaksi tinggi). Model mediasi propartif adalah perwujudan negara



211

hukum yang partisipatif, di mana negara menyediakan kanal yang murah,
cepat, dan mudah diakses bagi rakyat kecil untuk mengoreksi kesalahan
birokrasi tanpa harus ke pengadilan. Negara hukum modern kini mengakui
bahwa menghukum pejabat bukan satu-satunya jalan karena ada pendekatan
Keadilan Restoratif. Mediasi propartif selaras dengan teori ini karena
tujuannya bukan untuk "menghukum” instansi, melainkan untuk memulihkan
hak warga negara dan memperbaiki sistem pelayanan publik.

Mediasi Propartif adalah instrumen operasional dari teori negara hukum
modern. la membuktikan bahwa negara hukum tidak harus menjadi birokrasi
yang dingin dan kaku. Dengan model ini, Ombudsman bertindak sebagai
penyeimbang yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tetap berjalan
dalam koridor yang benar (check and balances), namun dengan pendekatan
yang memanusiakan warga negara dan mengedepankan dialog sebagai solusi
utama.

Mediasi adalah bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) dan
mediasi propartif merupakan pengembangan dari mediasi ADR. Mediasi secara
umum sering kali hanya berfokus pada penyelesaian sengketa antarindividu,
sedangkan mediasi propartif berkaitan dengan konteks Ombudsman yang
berfokus pada penyelesaian maladministrasi. Hal ini dapat diartikan bahwa
antara model mediasi propartif dengan teori mediasi memiliki keterkaitan yang
erat sebab mediasi secara umum merupakan dasar lahirnya model mediasi

propartif dalam Ombudsman Republik Indonesia. Teori mediasi merupakan
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fondasi yang sangat krusial dalam memahami Model Mediasi Propartif yang
diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Pelaksanaan model mediasi propartif didasarkan pada prinsip umum
mediasi, di mana salah satunya terkait dengan keadilan. Model Propartif
berakar pada Hukum Progresif. Fokus utamanya adalah mencapai Keadilan
Substantif. Artinya, mediasi ini bertujuan agar hak masyarakat yang terlanggar
benar-benar pulih, meskipun harus melewati kekakuan birokrasi yang sering
kali menjadi penghambat pelayanan.

Teori keadilan lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan
penggantian kerugian daripada sekadar penjatuhan sanksi. Hal inilah yang
menjadi pedoman utama model mediasi propartif, di mana Mediasi Propartif
memandang maladministrasi bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan
rusaknya hubungan antara negara dan warga. Melalui dialog, instansi
pemerintah didorong untuk memperbaiki layanan dan memulihkan hak pelapor
secara sukarela. Hal ini menciptakan keadilan yang lebih terasa damai
dibandingkan dengan keputusan yang bersifat memaksa.

.Aturan Hukum Islam Berkaitan dengan Model Mediasi Propartif
Ombudsman Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Aduan
Masyarakat

Hukum Islam bersifat adaptif, maksudnya dapat menerima nilai-nilai baru
dan nilai-nilai dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan
dan perubahan zaman. Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum Islam

adalah wahyu dan rakyu. Wahyu meliputi Alquran dan hadis yang sering
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disebut dalil nagliy, sedangkan rakyu (rasio, akal, daya pikir, nalar) disebut
dalil agliy. pada perkembangan hukum Islam, ternyata rakyu memainkan peran
yang tidak dapat diabaikan sebab akal merupakan alat untuk memahami
wahyu. Sebagai sumber hukum, akal dapat digunakan untuk mengalirkan
hukum dari masalah-masalah yang tidak dinyatakan oleh wahyu atau yang
tidak secara tegas dinyatakan oleh wahyu.?"

Keuniversalan hukum Islam dapat dilihat dari berbagai persoalan termasuk
sistem pelayanan publik yang merupakan dambaan masyarakat. Pelayanan
adalah bagian dari masalah yang dikaji dalam hukum Islam. Sehingga
implementasi hukum Islam dapat dilihat pada masa pemerintahan Rasulullah
SAW dan puncaknya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ombudsman
adalah lembaga bentukan legislatif yang bersifat independen yang diberikan
wewenang untuk menyelidiki keluhan-keluhan yang bersifat khusus dari
individu warga masyarakat berkenaan dengan tindak maladministrasi yang
dilakukan pemerintah. Ombudsman pada dasarnya merupakan sebuah lembaga
yang secara mandiri menerima dan menyelidiki tuduhan-tuduhan kesalahan
administrasi (maladministrasi). Ombudsman berperan untuk melindungi orang
dari pelanggaran hak, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, pengabaian,
keputusan yang tidak adil dan kesalahan administratif. Melalui peran ini
diharapkan Ombudsman dapat memperbaiki dan meningkatkan Kkinerja

administrasi pemerintahan, mendorong lebih terbukanya pemerintah dan dapat

273 Sunny Ismail, Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam
(Jakarta: Logos, 2016), him. 93.
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membantu pemerintah dalam akuntabilitas dengan birokrasinya agar lebih
akuntabel terhadap masyarakat luas.?”*

Lembaga Ombudsman telah berdiri sebanyak 170 lembaga di berbagai
belahan dunia. Meskipun pada saat ini pengaruh ilmu-ilmu Barat begitu
mendominasi terhadap perkembangan Ombudsman sebagai lembaga negara
pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada tata pemerintahan
modern, akan tetapi penting sekali untuk membahas tentang pengawasan
Ombudsman dan pelayanan publik dilihat dari perspektif Islam. Ombudsman
Republik Indonesia terbentuk dengan semangat nilai-nilai demokrasi dan telah
diadopsi kelembagaan melalui sistem birokrasi modern. Akan tetapi, sejarah
berdirinya Ombudsman seluruh dunia tidak terlepas dari pengaruh sistem
pemerintahan Islam yang digagas dan dijalankan oleh Umar bin Khattab.?”

Gagasan tersebut adalah Qudhi al Qudhaat, yaitu seorang pemimpin
memiliki tugas melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan
penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Untuk
mewujudkan hal tersebut dibentuk Al-Hisbah, yaitu suatu lembaga yang
mengontrol khusus perilaku atau kehidupan publik, menegakkan keadilan dan
kebenaran. Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan kebijakan
penguasa kepada utusan yang diperintah oleh Umar bin Khattab, kemudian

memberikan nasihat berdasarkan masukan kepada penguasa untuk

274 Muhammadong, “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan
Publik Pada Ombudsman Kota Makassar,” Jurnal Al Daulah vol. 3, no. 1 (2016), him. 37.

25 Agung Nugraha, “Keterkaitan Ombudsman Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif
Islam,” Ombudsman Republik Indonesia, 2022,
https://Ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--keterkaitan-Ombudsman-dan-pelayanan-
publik-dalam-perspektif-islam-, diakses tanggal 16 Maret 2026.
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memperbaiki kebijakan tersebut. Cikal bakal terbentuknya Ombudsman secara
universal, berawal dari Raja Charles dari Swedia mengungsi ke Turki yang
kemudian mempelajari konsep Qudhi al Qudhaat. Setibanya kembali ke
negaranya, Raja Charles XII membentuk Ombudsman tahun 1809 yang
bertugas menerima keluhan warga negaranya terkait kerja perangkat
kerajaan.2’®

Kata Ombudsman, berasal dari bahasa Skandinavia kuno, yang bermakna
perwakilan, proxy, wali amanat. Raja Charles XII mengirimkan perwakilan
dari kerajaan untuk mendengarkan keluhan warganya yang kemudian menjadi
masukan perbaikan pemerintahan agar kebutuhan dan kepentingan rakyatnya
terpenuhi secara baik sekaligus mengawasi tindakan sewenang-wenang yang
dilakukan bawahannya.?”’

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman pada dasarnya selaras
dengan pengawasan yang disebut dalam figih siyasah “al bi al ma'ruf wa al
nahy munkar" yaitu mengimbau kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah
kepada yang mungkar (keburukan). Lembaga yang mengawasi terkait
kemaslahatan umat disebut lembaga Wilayat Hisbah. Secara definisi, hisbah
sebagai "memerintahkan hal-hal yang baik (makruf) ketika telah mulai
ditinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan".

Petugas hisbah disebut muhtasib yang bertugas menegakkan kebenaran dan

276 1bid.
217 1bid.
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mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi
dan mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.2’®

Dalam menjalankan tugas dalam kerangka lembaga Wilayah Hisbah,
Ombudsman memiliki tugas menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan
malaadministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga dapat
memberikan saran kepada penyelenggara pelayanan publik dalam rangka
pencegahan malaadministrasi melalui kajian cepat dan kajian sistemik. Perlu
digarisbawahi bahwa Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan
persuasif dalam menjalankan tugasnya sehingga penyelenggara negara dan
pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas
dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pandangan Hukum Islam, dikaitkan pada kajian hukum Figh
Siyasah, perbuatan maladministrasi sejatinya adalah perilaku yang tidak
dibenarkan, haram, dan berdampak pada dosa pelakunya. Namun karena belum
menjadi narasi atau literasi di kalangan umat Islam sendiri bahkan sangat
jarang atau belum pernah menjadi materi khutbah dan ceramah pada mimbar-
mimbar keagamaan. Akhirnya perilaku ini mengalami bias pemahaman,
terlebih di kalangan umat Islam. Sejatinya Hukum Islam disyariatkan Allah
SWT untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dunia dan akhirat. Maka

selain dasar utama atau sumber hukum dari Al-Qur’an dan Hadis, para ulama

278 1bid.
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juga terus mengembangkan hukum Islam sebagai ikhtiar untuk menemukan
solusi keumatan atau mencari jawaban untuk kemaslahatan.2”

Secara singkat para ulama berpendapat bahwa figh adalah ilmu atau
pengetahuan tentang hukum-hukum syari‘at bersifat amaliah, dan digali
melalui dalil-dalilnya yang rinci (tafsil). Maka pada ahli figh mendorong satu
konsep yang disebut Magasid Syariah. Imam Asy Syatibi membaginya dalam
lima bentuk prinsip disebut dengan Kuliyat A-lkhamsah yang memiliki tujuan
menjaga kehidupan seorang muslim yang pada pokoknya dapat diuraikan
sebagai berikut, yaitu pertama melindungi agama, kedua melindungi jiwa
,ketiga melindungi akal atau pikiran, keempat melindungi harta
dan kelima melindungi keturunan. Kelima prinsipdi atas akan menjadi aspek
pendorong dalam gagasan atau takaran seberapa penting kita menggagas
konsep Figh Anti Maladministrasi sehingga dengan adanya konsep ini
maladministrasi akan difahami sebaik mungkin dan ujungnya akan membuat
perubahan dalam beragama, bermasyarakat dan berbangsa atau bernegara. 2

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya seperti yang telah diuraikan di
bagian sebelumnya, Ombudsman menggunakan beberapa cara atau metode
dalam menangani aduan masyarakat terkait maladministrasi. Salah satunya
dengan model mediasi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Ombudsman

Republik Indonesia memperkenalkan model mediasi Propartif sebagai langkah

219 Muhammad Firhansyah, “Menggagas Figh Anti Maladministrasi,” Ombudsman Republik
Indonesia, 2024, https://Ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal --menggagas-figh-anti-
maladministrasi, diakses tanggal 16 Maret 2026.

280 hid.
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untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait maladministasi dalam
pelayanan publik.

Mediasi propartif (proaktif-partisipatif) oleh Ombudsman untuk mengatasi
maladministrasi sejalan dengan prinsip Hukum Islam (fikih/siyasah syar'iyyah)
dalam konsep islah (perdamaian) dan tasharruf al-imam ‘'ala al-ra'iyyah
manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin harus berorientasi
kemaslahatan), mendorong keadilan preventif serta penyelesaian sengketa
administratif secara damai demi kemaslahatan publik. Selain itu prinsip model
mediasi propartif juga dapat dikaitkan dengan ide keislaman dari Umar bin
Khatab, Umar bin Khattab dikenal dengan pesannya yang sangat masyhur
kepada para hakim: "Tolaklah (tunda) keputusan hukum jika kamu merasa
ragu, hingga pihak yang bersengketa melakukan perdamaian (islah).” Umar
bin Khattab menekankan bahwa putusan pengadilan seringkali meninggalkan
luka atau dendam di salah satu pihak. Beliau mendorong penyelesaian di luar
jalur formal yang mengedepankan kerelaan. Mediasi Propartif mengadopsi
prinsip yang sama. Propartif mencari jalan tengah agar pelapor dan terlapor
(instansi pemerintah) mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses
ajudikasi yang panjang.28!

Model mediasi propartif juga dapat dikaitkan dengan ide keislaman saat
Nabi Muhammad SAW menyelesaikan sengketa antar-kabilah Quraisy. Saat
renovasi Ka'bah, terjadi perselisihan sengit mengenai siapa yang paling berhak

meletakkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW tidak memutus secara

21 Hilman Latief, Islam Dan Urusan Kemanusiaan (Jakarta: Serambi llmu Semesta, 2015),
him. 243.
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sepihak,  melainkan ~ menggunakan  pendekatan  partisipatif.  Nabi
membentangkan kain dan meminta setiap kepala kabilah memegang ujung kain
tersebut untuk mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Hal ini kemudian
diterapkan dalam mediasi propartif, di mana dalam mediasi Propartif, pihak
pelapor dan terlapor (instansi) tidak hanya menjadi penonton, tetapi dilibatkan
secara aktif dalam merumuskan solusi. Tidak ada pihak yang merasa
ditinggalkan atau kehilangan harga diri (win-win solution).?8?

Mediasi propartif yang bertujuan menyelesaikan laporan masyarakat
dengan cepat dan kekeluargaan mencerminkan prinsip islah yang sangat
dianjurkan dalam Islam untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Tugas
Ombudsman mencegah Maladministrasi (penundaan, pungli, penyalahgunaan
wewenang) adalah perwujudan menjaga kemaslahatan umum (maslahah
ammah) dan menghindari kemudaratan (dar'ul mafasid) dalam pelayanan
publik.

Model mediasi propartif yang menekankan peran aktif mediator untuk
menyeimbangkan posisi para pihak, sangat sejalan dengan perintah Al-Qur'an
untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediasi propartif menuntut
mediator tidak sekadar menjadi pendengar pasif. Dalam Islam, seorang
mediator (Muslih) didorong untuk memberikan saran yang membawa

kemaslahatan (Maslahah), selama tidak melanggar syariat. Keduanya tidak

282 1bid, hlm. 244.
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mencari siapa yang menang atau kalah (win-lose), melainkan win-win solution
yang didasari atas keridaan (Antaradhin).??

Model kerja Ombudsman yang menggunakan mediasi propartif memiliki
kemiripan dengan Wilayat al-Mazhalim (Lembaga Keluhan) pada masa
kejayaan Islam. Mazhalim memiliki kewenangan yang lebih fleksibel
dibanding pengadilan biasa (Qadha). Mazhalim dapat mengintervensi
administrasi negara yang zalim dengan cara-cara yang persuasif namun
otoritatif, mirip dengan pendekatan propartif Ombudsman yang proaktif
menjemput bola dalam aduan masyarakat. Model propartif bertujuan
melindungi masyarakat kecil dari arogansi birokrasi. Ini sejalan dengan misi
utama Wilayat al-Mazhalim untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan
kekuasaan oleh pejabat (Amir atau Wazir).284

Mahkamah Mazhalim memiliki relevansi besar dalam konteks tata kelola
pemerintahan modern, terutama bagi negara-negara Muslim yang ingin
membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nilai-nilai
seperti keadilan (al- ‘adl), akuntabilitas penguasa, dan perlindungan hak rakyat
sejalan dengan prinsip good governance dan dapat menjadi inspirasi reformasi
birokrasi. Mahkamah Mazalim juga dapat dilihat sebagai model alternatif atau
pelengkap lembaga Ombudsman modern, sebab keduanya sama-sama berperan
mengawasi penguasa, menerima pengaduan masyarakat, serta berupaya
menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bedanya,

Mahkamah Mazhalim berakar kuat pada prinsip syariah dan memiliki kekuatan

28 1bid, hlm. 38.
284 1bid.
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yudisial langsung, sementara Ombudsman modern umumnya bersifat
rekomendatif dan berdiri dalam kerangka hukum sekuler.

Model mediasi propartif mengandung elemen-elemen yang memiliki
padanan langsung dalam kaidah hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam
tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Integrasi Prinsip Mediasi Propartif dalam Syariah

Elemen

. Padanan Konsep dalam Hukum Islam
Propartif

Keseimbangan Al-Musawah

Menyamakan kedudukan rakyat dan penguasa di depan

Posisi hukum agar negosiasi berjalan adil.
Keadilan Al-Adalah

i Mengutamakan hakikat kebenaran daripada sekadar
Substantif

prosedur administratif yang kaku.

Penyelesaian At-Taysir

Prinsip memudahkan  urusan dan  menghindari

Cepat kemudaratan yang berlarut-larut.
Syura
E?rzz Eerdayaan Melibatkan para pihak secara aktif untuk merumuskan

solusi mereka sendiri.

Sumber: Merupakan hasil analisis peneliti yang memetakan dan
menyelaraskan elemen-elemen inti dalam mediasi Propartif seperti
keseimbangan posisi, keadilan substantif, penyelesaian cepat, dan
pemberdayaan pihak dengan padanan konsep dalam kaidah hukum Islam
yakni Al-Musawah, Al-Adalah, At-Taysir,syuara, dan Amanah.
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Mediator ~ Ombudsman  yang  bersifat  independen  bekerja
menegakkan amanah (tanggung jawab) dan keadilan administratif, sesuai
perintah Allah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Mediasi
propartif lebih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian yang memuaskan
kedua belah pihak, dibandingkan pendekatan hukum yang kaku, yang selaras
dengan nilai-nilai persaudaraan dan keadilan prosedural dalam Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, model mediasi propartif yang dijalankan
oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan mengedepankan partisipasi aktif
para pihak untuk mencapai keadilan substantif, memiliki akar kuat dalam
konsep Islah (perdamaian) dan lembaga Mazhalim. Sehingga tidak dapat
dipungkiri bahwa model mediasi propartif dengan Hukum Islam adalah dua hal
yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, keberadaan Ombudsman Republik
Indonesia dan model mediasi propartif selain didasarkan oleh hukum positif
Indonesia juga didasarkan pada aturan atau kaidah dalam Hukum Islam.

Prinsip utama mediasi dalam Islam adalah Islah, yaitu upaya memperbaiki
hubungan antarmanusia. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan
penyelesaian sengketa melalui jalur damai sebelum menempuh jalur litigasi
yang kaku yang tertulis dalam pertama QS. An-Nisa: 12: "...Dan perdamaian
itu lebih baik (bagi mereka)...". Kedua, QS. Al-Hujurat: 10: "Sesungguhnya
orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah (ashlihu) antara
kedua saudaramu...". Ketiga Kaidah Figh: "Ash-Shulhu sayyidul ahkam"

(Perdamaian adalah penghulu segala hukum). Hal ini sejalan dengan mediasi
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propartif yang mencari solusi terbaik daripada sekadar menentukan siapa yang
salah secara teknis hukum.

Model mediasi propartif merupakan manifestasi modern dari nilai-nilai
Islah dan Maslahah Mursalah. Dalam hukum Islam, model ini bukan hanya
sekadar teknik penyelesaian sengketa, melainkan bentuk ibadah dalam rangka
menegakkan keadilan dan memperbaiki hubungan antarmanusia (Hablun
minannas). Dengan demikian, mediasi propartif Ombudsman bukan hanya alat
hukum positif, tetapi juga merupakan instrumen sosial-keagamaan yang
mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan
berkeadilan sesuai prinsip Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti uraikan lebih dalam bahwa pada
rumusan masalah pertama dalam disertasi ini berfokus pada "Bagaimana
pengaturan hukum mengenai model mediasi propartif Ombudsman Republik
Indonesia terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat?". Saat ini,
pengaturan tersebut bersandar pada UU No. 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman RI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang
diturunkan secara teknis melalui Peraturan Ombudsman (Peromb) No. 58
Tahun 2023.

Guna menganalisis pengaturan hukum ini secara mendalam, peneliti
menggunakan tiga tingkatan kerangka teori,

1. Analisis Berdasarkan Grand Theory

a. Teori Negara Hukum (Welfare State)
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Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara tidak
boleh pasif, melainkan harus aktif menjamin keadilan dan kesejahteraan
warganya,. Pengaturan mediasi Propartif saat ini adalah manifestasi dari
pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan access to justice
(akses keadilan) yang murah dan cepat,, Namun, secara yuridis,
pengaturan ini masih memiliki celah karena ketiadaan payung hukum
setingkat Undang-Undang yang memberikan daya paksa (eksekutorial),.
Tanpa kekuatan memaksa, negara hukum gagal memberikan kepastian
hukum karena kesepakatan mediasi rentan diabaikan oleh instansi
terlapor.

b. Teori Wilayatul Mazalim dan Al-Hisbah

Secara historis dan konseptual, eksistensi regulasi Ombudsman
sangat selaras dengan lembaga Wilayatul Mazalim (peradilan anti-
kezaliman penguasa) dan Al-Hisbah (pengawasan ruang publik preventif)
dalam Islam,. Akan tetapi, analisis teoritis menunjukkan adanya
ketimpangan kewenangan. Jika Wilayatul Mazalim dibekali dengan
extraordinary power (kekuatan luar biasa/eksekutorial langsung) untuk
memaksa pejabat negara patuh pada putusan,, pengaturan hukum
Ombudsman saat ini hanya memposisikan hasil mediasi Propartif sebagai
rekomendasi yang sangat bergantung pada kesukarelaan terlapor,.

2. Analisis Berdasarkan Middle Theory

a. Teori Mediasi



225

Teori ini memandang mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa (ADR) yang mencari win-win solution berbasis kerelaan
(voluntary),. Analisis pada pengaturan hukum saat ini menunjukkan
bahwa pendekatan voluntaris (kerelaan) sangat lemah jika diterapkan
dalam ranah hukum publik (pelayanan tata usaha negara). Pengaturan
Propartif belum sepenuhnya ideal karena tanpa regulasi eksekutorial,
mediasi ini hanya sebatas "ajakan™ yang tidak memiliki taring (toothless).

b. Teori Keadilan

Pengaturan mediasi Propartif didasarkan pada aliran Hukum
Progresif yang mengutamakan Keadilan  Substantif.  Analisis
menunjukkan bahwa aturan hukum yang kaku seringkali gagal
menyentuh inti permasalahan rakyat. Pengaturan mediasi Propartif
berusaha memutus kebuntuan formalisme birokrasi tersebut agar
kerugian riil masyarakat benar-benar dipulihkan secara adil, bukan
sekadar melihat prosedur hukum yang hitam-putih,.

3. Analisis Berdasarkan Applied Theory (Teori Maqasid Syariah Jasser
Auda) Analisis terhadap peraturan mediasi Propartif menggunakan teori
sistem Jasser Auda menyoroti bahwa hukum harus berorientasi pada tujuan
kemanusiaan dan fleksibilitas:

a. Orientasi pada Tujuan (Purposefulness):

Pengaturan hukum mediasi Propartif dievaluasi berdasarkan sejauh

mana ia mampu merealisasikan Maslahah (kebaikan umum),. Pengaturan

yang ada saat ini dianggap belum sempurna memenuhi tujuan ini karena
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ketiadaan "kekuatan memaksa", yang membuat hasil mediasi rentan
menjadi "macan kertas" yang tidak memberikan perbaikan nyata bagi
masyarakat,.

b. Keterbukaan (Openness) dan Sifat Kognitif (Cognitive Nature)

Hukum Islam memandang aturan buatan manusia (Figh/Hukum
Positif) bersifat dinamis dan harus terus diperbarui,. Pengaturan mediasi
Propartif yang diatur melalui peraturan internal Ombudsman (Peromb)
menunjukkan keterbukaan sistem hukum untuk merespons kelemahan
birokrasi. Namun, menurut kacamata teori ini, aturan tersebut menuntut
pembaruan berkelanjutan, yaitu dengan memasukkan klausul diskresi
administratif yang melindungi pejabat agar tidak dikriminalisasi saat
mengambil keputusan inovatif dalam mediasi,.

Melalui kerangka teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara
konseptual dan nilai (kemanfaatan, keadilan, dan maslahah), pengaturan
mediasi Propartif sangat ideal dan selaras dengan welfare state maupun tata
kelola Islam,,. Namun, analisis teori secara tegas membongkar kelemahan
krusial (gap yuridis) dari pengaturan saat ini, kekuatan hukumnya terlalu lemah
(hanya sebatas Peraturan Ombudsman) dan tidak memiliki instrumen
eksekutorial (daya paksa),. Analisa inilah yang kemudian menjadi pijakan kuat
bagi peneliti untuk mengusulkan rekonstruksi Undang-Undang pada rumusan

masalah ketiga



